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PERAN ASESSOR DALAM
MENINGKATKAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA
GUNA MEWUJUDKAN POLRI PRESISI

Roswita Berliana Siregar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Asessor pada Polda Metro
Jaya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Asessor yang
melakukan Asessment di Polda Metro Jaya sudah mengikuti aturan sesuai
yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Assesment Center Polri dan sesuai dengan pendekatan
teoritis. Asessor belum berperan secara optimal dalam meningkatkan
capacity dan performance dari Assessment Center.(2) Kondisi saat ini
ditemukan bahwa kemampuan Asessor belum optimal sebagaimana yang
diharapkan. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendalanya: jumlah SDM-
Asessor yang masih kurang, pelaksanaan Assesment kadang berbarengan
dengan tugas lain, keterbatasan Asessor yang sudah bersertifikasi, dan
belum adanya jabatan fungsional Asessor. (3) Keberadaan dan urgensi
Asessor dalam jangka panjang guna mendorong peningkatan kinerja
Sumber Daya Manusia ditemukan dan dinyatakan secara eksplisit dan
tegas. Dalam konteks Polri peningkatan kinerja tersebut pada akhirnya
mengarah pada pencapaian program Polri Presisi yakni Predikif,
Responsibilitas, Transparansi dan berkeadilan. Saran yang dapat diajukan
adalah penambahan jumlah Asessor, peningkatan kualifikasi dan sertifikasi
Asessor, alokasi waktu Assessment yang jelas bagi Asessor.

Kata kunci: Assessment Center, Asessor , Polri Presisi, Kinerja
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ROLE OF ASESSOR IN IMPROVING THE PERFORMANCE
OF HUMAN RESOURCES TO REALIZE “POLRI PRESISI”

Roswita Berliana Siregar

Abstrak

This study aims to explain the role and use of the Asessor at Polda Metro
Jaya. The method used is a qualitative method with a case study approach.
Data collection through interviews and document review. Based on the
results of the study, it was found that: 1) Asessors who carry out
Assessments at Polda Metro Jaya have followed the rules as required in
Peraturan Kapolri Number 5 of 2016 concerning the Implementation of the
National Police Assessment Center and are in accordance with the
theoretical approach. Asessors have not played an optimal role in increasing
the capacity and performance of the Assessment Center. (2) The current
condition is that the Asessor's ability is not optimal as expected. The factors
that become obstacles: the number of HR-Asessors who are still lacking,
the implementation of the Assessment sometimes coincides with other
tasks, the limitations of certified Asessors, and the absence of functional
Asessor positions. (3) The existence and urgency of the Asessor in the long
term to encourage the improvement of Human Resources performance is
found and stated explicitly and unequivocally. In the context of the National
Police, the performance improvement will ultimately lead to the achievement
of the Precision Police program, namely Predictiveness, Responsibility,
Transparency and fairness. Suggestions that can be proposed are
increasing the number of Asessors, increasing the qualifications and
certification of Asessors, clear allocation of Assessment time for Asessors.

Keywords: Assessment Center, Asessor , Polri Presisi, Performance
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

Latar Belakang

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional
memerlukan kesiapan Polri sebagai lembaga yang diberi wewenang
secara politis untuk memberikan pelayanan masyarakat, perlindungan
dan penegakan hukum, dalam menghadapi tuntutan demokratisasi,
hak asasi manusia, lingkungan hidup, keterbukaan, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, informasi dan transportasi, standar
universalitas, norma hukum internasional dan perwujudan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Secara nasional
menguatnya tuntutan masyarakat madani (civil society) sebagai
syarat demokrasi termasuk terwujudnya supremasi hukum, rasa
keadilan dan kepastian hukum menuntut adanya kemandirian aparat
penegak hukum, khususnya Polri yang mengarah pada penegak
hukum dan pembinaan keamanan dalam negeri yang lebih
profesional, dedikatif, bersih dan berwibawa.

Situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas memerlukan
profesionalisme, kesolidan dan kemandirian Polri, baik dibidang
pembinaan maupun operasional sehingga dapat bertindak secara
cepat, tepat dan tuntas di dalam rangka menjunjung tinggi supremasi
hukum dan keadilan serta menegakkan dan menghormati hak asasi
manusia sebagai salah satu prasayarat mutlak negara demokrasi.

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan Polri
semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum
dan hak-hak sebagai warga Negara. Sehingga Polri harus berbenah
diri dalam membangun upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Sikap dan tindakan pelayanan Polri yang selama ini

cenderung mencerminkan dan menunjukkan perilaku arogasi, sok



kuasa, pilih kasih dan komersialisasi, mempersulit bahkan berbelit-
belit. Hal-hal tersebut harus dirubah agar citra buruk pelayanan Polri
dapat di perbaiki terutama melalui perubahan prilaku dan kinerja Polri.
Reformasi Polri sebaiknya mempunyai visi yang sama dengan
reformasi besar yang sedang berjalan, yaitu menggantikan
penggunaan paradigma kekuasaan dengan paradigma moral dan
akal budi.

Menghadapi tuntutan tugas dan harapan masyarakat yang
semakin meningkat serta dikaitkan dengan kecenderungan
perubahan lingkungan strategis, maka Polri sebagai penegak hukum
(law enforcement officer) dan pemelihara ketertiban (order
maintenance) serta pembasmi kejahatan (crime fighter) juga
melakukan perubahan dan pembenahan di setiap aspek menuju
profesionalisme yang menjadi arah dan tujuan utama reformasi Polri.
Oleh karena itu, reformasi Polri meliputi perubahan pada aspek
struktural, instrumental dan kultural.

Pada aspek struktural, Polri melakukan perubahan meliputi
institusi, organisasi, susunan dan kedudukan sehingga Polri menjadi
mandiri sebagai institusi yang berwatak sipil di masyarakat yang
modern, demokratis dan multi cultural, yang telah ditindak lanjuti
secara bertahap dimulai pada tanggal 1 April 1999 dengan Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 1999 secara struktural Polri dipisahkan
struktural ABRI, sementara TNI ditempatkan pada Departemen
Pertahanan. Selanjutnya dimulai Tanggal 1 Juli 2000 dengan
Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang kedudukan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, menempatkan Polri langsung
di bawah Presiden.

Pada aspek instrumental, mencakup filosofi, visi, misi, strategi,
doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi Tekonologi
Informasi dan Iptek. Perubahan pada aspek ini bermuara kepada



pembentukan undang-undang kepolisian yang mandiri Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,
komisi kepolisian, komisi kode etik, budaya organisasi dan
kompetensi individu.

Pada aspek kultural yang meliputi perubahan manajemen
sumber daya, manajemen operasional, manajemen pembinaan dan
sistem pengawasan oleh masyarakat. Aspek ini menjadi penting dan
utama karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku dan kinerja
perorangan maupun kinerja organisasi.

Perubahan kinerja tentunya tidak terjadi dengan sendiri secara
alamiah, melainkan terbentuk karena faktor kemampuan (ability),
motivasi (motivation) dan work situation. Faktor kemampuan merujuk
kepada kapasitas yang tersusun dari perangkat kemampuan
intelektual dan fisik yang dilengkapi dengan kemampuan kerja
teamwork. Organisasi juga harus mampu mengidentifikasi hasrat dan
kemauan para anggotanya yang menimbulkan motivasi melalui
berbagai cara dengan memenuhi kebutuhan mereka, yang bersifat
motivator baik faktor intrinsik maupun hygiene sebagai faktor
ekstrinsik. Interaksi yang terjadi antar anggota di dalam organisasi
perlu tercipta selaras sesuai dengan tujuan lembaga dan individu yang
ada dalam organisasi, sehingga tercipta keseimbangan yang
membentuk iklim organisasi yang mendukung terhadap pencapaian
kinerja yang diharapkan.

Setiap orang atau individu yang bekerja tentu memiliki keinginan
untuk selalu menjadi lebih baik, menduduki jabatan atau memperoleh
penghargaan yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Semua orang
juga mengharapkan peranan yang lebih besar di tempat kerja mereka.
Peranan yang lebih luas merupakan pemindahan atau peningkatan
dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang lebih berbobot, hal

tersebut dapat berwujud dari suatu kinerja kepada kinerja yang lebih



tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang
lebih tinggi dari jabatan yang di duduki sebelumnya. Apabila
membicarakan tentang kinerja tentu mereka akan melihat kepada
hasil kerja sesuai target yang dibebankan kepada seseorang. Hal
tersebut dapat sesuai pendapat dari Tom Christensen, et al (2007,
p.157) yang mengatakan “As mentioned, one of the central elements
in performance management is that, whatever results are achieved,
they should have resource-related, personnel-related or
organizational consequences”. Dimana hal tersebut dapat dimaknai
bahwa seperti disebutkan, salah satu elemen sentral dalam
manajemen kinerja adalah bahwa, apa pun hasil yang dicapai, hasil
tersebut harus memiliki konsekuensi terkait sumber daya, personil,
atau organisasi.. kemudian Cosmin Octavian, et al, (2012, p. 311),
menjelaskan :

This definition of Bourguignon (1997) assimilates performance with
an “action”, with a certain “behavior” (in terms of a dynamic view,
meaning “to perform”) and not just as a “result” (in terms of a static
view). A result is nothing if considered alone, because it cannot be
separated from means of its activities and objectives: performance

is based on logical action stages, starting with the intention and

goinag till the actual result.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dimaknai bahwa definisi
Bourguignon ini mengasimilasi kinerja dengan "tindakan", dengan
"perilaku" tertentu (dalam hal pandangan dinamis, yang berarti
"melakukan") dan bukan hanya sebagai "hasil" (dalam hal pandangan
statis). Suatu hasil tidak ada artinya jika dipandang sendiri, karena
tidak dapat dipisahkan dari sarana kegiatan dan tujuannya: kinerja
didasarkan pada tahapan tindakan logis, dimulai dengan niat dan
berjalan hingga hasil yang sebenarnya. Hal tersebut juga terjadi di
semua kalangan termasuk juga Polisi Republik Indonesia (Polri),



sebagai institusi Pemerintah tentunya Polri juga berupaya
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia-nya dengan melakukan
pembenahan sistem pembinaan karier Polri, dalam rangka
membangun sosok Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi,
berkeadilan (Presisi) yang mampu melaksanakan tugas pokoknya
sesuai Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian, (https:/peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-
tahun-2002) Undang-Undang tersebut, menyatakan bahwa Visi Polri
adalah: “Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat, serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional

dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia,
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta
mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan
nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”. Misi Polri

adalah :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui
kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan:

2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara
mudanh, responsif dan tidak diskriminatif;

3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk
menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;

4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan
dalam negeri;

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada
masyarakat patuh hukum;

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional,
transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan

rasa keadilan;



7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern
seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas
Polri;

8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan
lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam
rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership

building/networking).

Oleh sebab itu Polri menjadikan Visi dan Misi inilah sebagai
Pedoman oleh Sumber Daya Manusia/SDM Polri dengan munculnya
tuntutan keterbukaan dalam pengelolaan (SDM) di Polri. Polri sebagai
salah satu instansi pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas
SDM-nya dengan melakukan pembenahan sistem manajemen SDM
Polri, yang hakekatnya dilaksanakan untuk memenuhi Visi Polri, yaitu
mewujudkan sosok Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi,
berkeadilan yang mampu melaksanakan tugas pokoknya sebagai
penegak hukum, pemelihara kamtibmas dan pelindung, pengayom
serta pelayan masyarakat. Hal tersebut sesuai pendapat George
Barna dalam (Abd. Rahman Rahim dan Enny Radjab, 2016, 24)
menyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran mental yang jelas
mengenai masa depan yang lebih baik yang dikaruniakan kepada
orang tertentu karena pemahamnnya yang akurat terhadap arti dan
makna kehidupan, citra dan pesan diri serta kepekaan terhadap situasi
yang ada. Oleh karena itu Visi dan misi sehausnya mampu menjadi
“sumber inspirasi, inovasi, kreatifitas, dedikasi, produktifitas” bagi para
karyawan.

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia menekankan bahwa: “Polri
mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,
sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional



dalam menjunjung tinggi hak azasi manusia, memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, demi mewujudkan keamanan dalam
negeri melalui suatu kehidupan nasional bangsa demokratis serta
masyarakat sejahtera”. Sesuai dengan rumusan visi dan misi inilah,
para Pimpinan Polri menjadikannya pedoman dalam upayanya
menciptakan anggota Polri yang berkualitas dan professional,
sehingga dapat memenuhi harapan dari masyarakat sebagai
pengguna utama dari jasa yang diberikan oleh Polri. Sejalan dengan
visi dan misi yang diemban Polri, pembenahan sistem Manajemen
SDM memiliki peran penting dalam menciptakan SDM Polri yang
berkualitas.

Namun dalam melaksanakan visi dan misi Polri ternyata masih
kurang sempurna hal tersebut ditandai dengan hasil laporan dari Tim
Peneliti Indeks Tata Kelola (ITK), (2015, 8) yang menuliskan Hasil ITK
dengan menggunakan 142 indikator di sembilan Satuan Kerja (Satker)
menunjukkan kinerja tata kelola Polda di seluruh Indonesia masih
berada pada angka merah, rata-rata 5.69 (dari skala 1-10). Hal ini
menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki oleh institusi
Polri sebagai pembuat kebijakan maupun pembina, dan satuan
kewilayahan itu sendiri (Polda) sebagai pelaksana maupun pembuat
kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal. Kemudian diperkuat lagi
dengan hasil penelitian Lenny Hidayat, Hery Sulistio Sriwiyanto,
(2019, 2), yang menghasilkan laporan berdasarkan tujuh prinsip tata
kelola kepolisian, tiga prinsip yang mendapatkan skor rata-rata
tertinggi adalah Perilaku (7,22) dan Keadilan (6,44) termasuk dalam
kategori cenderung baik, sementara Efektivitas (5,36), Responsif
(5,02) dan Transparansi (4,99) termasuk dalam kategori cukup. Untuk
prinsip Akuntabilitas (3,91) termasuk cenderung kurang. Kompentesi
berada pada kategori sangat kurang (2,25). Dengan melihat hasil
Indeks Tata Kelola Kepolisian (/ITK berdasarkan Prinsip, maka Polri



harus menjadikan program peningkatan kompetensi sebagai prioritas
utama, disamping juga harus meningkatkan akuntabilitas dan
responsif sehingga hal ini perlu diperbaiki dalam pengelolaan kinerja
Polri.

Dalam memperhatikan kondisi hal tersebut di atas, yang
mencerminkan gambaran dari sumber daya manusia di Polri, dimana
mereka secara umum perlu di teliti apa saja dan seberapa jauh peran
yang dominan terhadap kinerja Polri, tentunya dengan peran
Assessment sangat penting dalam memetakan kompetensi dari
anggota Polri tersebut, dan apabila dilihat bahwa dengan
menggunakan metode Assessment Center disebuah perusahaan
dapat meningkatkan performance dan kesuksesan yang lebih baik
dibandingkan dengan metode lainnya. Adapun perbandingan tingkat
validitas metode Assessment Center dengan metode lain yang
diungkapkan oleh Smith, Greggs dan Andrews (1989) dalam artikel
Fredy Joko (2017) yang menyatakan “bahwa tingkat validitas
Assessment Center merupakan yang paling tinggi diantara metode
lainnya yaitu 0,63.” (Bavarian dan Azwar, 2020: 36).

Di dalam Polri penyelenggaraan Assessment Center merupakan
tugas pokok dan fungsi Bagpenkompeten, dimana diatur dalam
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Assessment Center Polri dan
Peraturan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Nomor 1
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Assessment
Center di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik
tingkat Mabes Polri maupun tingkat Polda.

Terbangunnya sistem pembinaan karier personil yang berbasis
kompetensi melalui penyelenggaraan Assessment Center, diharapkan
akan memberikan dampak positif terhadap terbangunnya dinamika
pembinaan karier yang kompetitif, adil dan objektif, serta dapat



mewujudkan profesionalisme SDM Polri dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara prima sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam
pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu harus diakui bahwa
penyelenggaraan Assessment Center saat ini masih menghadapi
berbagai permasalahan yang mengakibatkan peranan Assessment
Center kurang optimal. Tentunya Biro SDM Polri telah melakukan
analisis pelaksanaan Assessment Center dan berkesimpulan bahwa:
faktor penyebab kurang optimalnya peran Assessment Center di Polri
adalah kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai
Asessor dan metode pelaksanaan Assessment Center masih kurang
optimal. Temuan analisis ini perlu dipelajari dan ditindaklanjuti agar
kemudian disemilokakan melalui Polda-Polda lain demi memperoleh
masukan konstruktif. Kemudian merujuk pada gambaran kondisi
tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian intensif guna
mengetahui sejauh mana “Peran Asessor dalam Meningkatkan
Kinerja Sumber Daya Manusia guna Mewujudkan Polri Presisi.”

Fokus Masalah

Keputusan Polri memiliki instrumen penataan, pemberdayaan
dan pengembangan SDM-nya seperti Assessment Center, adalah
keputusan mendasar dan strategis serta kontekstual. Sebagai
instrumen mendasar dan stategis sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan
instrumen-instrumen penataan, pemberdayaan dan pengembangan
SDM Polri sebelumnya.

Masing-masing Polda di seluruh Indonesia, berkewajiban
melaksanakan instrumen ini. Sekalipun secara nasional seluruh Polda
berkewajiban melaksanakan kebijakan Kapolri ini secara merata di



seluruh Indonesia, namun, masing-masing Polda, termasuk Polda
yang akan dijadikan sampel penelitian, menghadapi kondisi yang
berbeda dan memiliki kekhususan wilayah kerja.
Penelitian tentang Asessor ini dilaksanakan di Polda Metro Jaya
dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Peran Asessor pada Assessment Center belum optimal
2. Kinerja Polda Metro Jaya terutama dari segi pelayanan yang
menjadi sorotan masyarakat dianggap belum optimal.
3. Polda Metro Jaya yang terletak di ibukota harus menjadi contoh
dari Polda-polda lain.
Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan setelah melalui
observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Polda Metro Jaya,
maka fokus penelitian ini adalah bagaimana peran Asessor dalam
Assessment Center pada Polda Metro Jaya.

Peneliti sangat berharap bahwa pelaksanaan penelitian dan
penulisan laporan sebagai persyaratan Tugas Akhir Akademis pada
Pendidikan S2 Lembaga Administrasi Negara, akan menjadi
sumbangan berharga penulis demi kemajuan Kinerja SDM Polri, kini

dan di masa depan.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus masalah, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Asessor dalam meningkatkan kapasitas dan
kinerja Assessment Center?

2. Bagaimana kemampuan Asessor selama ini dalam meningkatkan
kinerja Sumber Daya Manusia demi mewujudkan Polri Presisi?

3. Mengapa Asessor penting dan strategis dalam meningkatkan
kinerja Sumber Daya Manusia demi mewujudkan Polri Presisi?
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Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini untuk menemukan,

mengembangkan dan membuktikan tentang :

1. Peran Asessor dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja
Assesment Center.

2. Kemampuan Asessor dalam meningkatkan kinerja Sumber Daya
Manusia demi mewujudkan Polri Presisi.

3. Penting dan strategisnya Asessor dalam meningkatkan kinerja
Sumber Daya Manusia demi mewujudkan Polri Presisi.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan
kebutuhan Asessor dari aspek kualifikasi, jumlah dan jadwal mereka

dalam melaksanakan proses Assessment di Polda Metro Jaya.

Manfaat Penelitian
1. Akademik
Hasil Penelitian diharapkan dapat mendorong peningkatkan
wawasan keilmuan bagi penulis dan para pengguna, tentang hal-
hal yang berkaitan dengan kegiatan Assessment Center pada Biro
SDM Polri serta menginspirasi dan memotivasi agar dapat
dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan dan peningkatan
kinerja Sumber Daya Manusia Presisi di lingkup jajaran Polri.
Juga sebagai sumbangan pemikiran kepustakaan dalam
mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki peran
kinerja yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan tujuan-
tujuan jangka panjang organisasi Polri.
2. Praktis
Sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang untuk
pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja sesuai dengan

Asessiment Center yang dilakukan dan dapat memberikan

Tl



sumbangan pemikiran dan pengetahuan empirik mengenai
penerapan asas-asas Sumber Daya Manusia, baik yang
diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Sekolah
Tinggi llmu Administrasi pada Lembaga Administrasi Negara;
maupun praksis kegiatan lapangan beserta akumulasinya melalui

hasil penelitian ini.
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